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“Saya membutuhkan demokrasi untuk menjadi muslim yang baik. Ada semacam link organic antara Syariat dan demokrasi”.
Kalimat diatas diucapkan oleh Prof. Ahmad anna’im, seorang pakar hukum Islam asal Sudan yang kini menetap di Amerika. Ucapan Anna’im tersebut tidak semata-mata keluar dari pergumulannya sebagai seorang akademisi, tetapi dilatari pengalamannya sebagai seorang aktifis. Anna’im merasakan betul pentingnya kehidupan yang demokratis bagi negeri-negeri muslim. 

Beruntung , Indonesia adalah termasuk sedikit dari negeri muslim yang sukses berdemokrasi. Karena, sampai saat sekarang, banyak negeri-negeri muslim yang terjatuh pada despotisme otoritarian. Sehingga, kalangan ilmuwan barat seperti Huntington , meragukan negeri-negeri Islam mampu berdemokrasi. Dan menganggap nilai-nilai demokratis tidak sejalan dengan Islam.

Demokrasi merupakan kerangka nilai politik. Bangsa yang demokratis dituntut untuk mengamalkan nilai-nilai demokrasi seperti: toleransi, perlindungan Hak warga dan pembatasan kewenangan kekuasaan. Dengan demikian, pemerintahan yang berjalan tidak terjatuh pada penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power.

Memasuki era modern, hampir semua bangsa di dunia mengadopsi paham kerakyatan ini. Hata Negara komunispun mengklaim pemerintahannya sebagai pemerintahan yang demokratis. 

Di dunia Islam, usaha penerapan demokrasi mengalami pasang surut. terkadang, demokrasi yang ada harus bergandengan dengan militer vis a vis kelompok islamis. Negara Pakistan , Sudan dan Turki adalah contohnya. 

Yang menjadi pokok persoalan modern yang dihadapi umat Islam adalah; apakah Islam sesuai dengan demokrasi? Pertanyaan ini telah melahirkan berbagai jawaban yang berbeda. Kelompok pertama yang sering disebut sebagai kelompok “islamis” atau Islam ideologis, menganggap demokrasi tidak sesuai dengan Islam. Kelompok ini diwakili oleh Taqiyuddin An Nabhani dengan Partai pembebasannya, Hizbut Tahrir. Argumen kelompok ini adalah: “Demokrasi merupakan sistem kafir, karena telah meletakan kedaulatan Negara ditangan rakyat bukan tuhan”.

Kelompok kedua yang sering juga disebut sebagai kelompok “moderat” atau “liberal” mengangap demokrasi sesuai dengan Islam. Anna’im termasuk kedalam kelompok ini. Menurut Anna’im, tidak ada satupun nilai-nilai pada demokrasi yang bertentangan dengan Islam. Sebenarnya masih ada kelompok ketiga seperti Abul a’la al Maududi yang mengajukan konsep “Teodemokrasi”. Akan tetapi, konsep Al Maududi tersebut lebih dekat dengan kelompok “islamis” dengan menjadikan demokrasi sebagai instrumen belaka, sedangkan kehidupan negara seluruhnya mengacu pada “syariat”.

Dalam kehidupan bernegara, kita butuh pada kerangka nilai yang mampu menampung semua elemen bangsa. Kelompok moderat menganggap demokrasi sebagai kerangka yang tepat. Mereka menterjemahkan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, konsultasi atau syura, keadilan dan pengawasan publik, sejalan dengan Islam. Tentunya ini adalah bagian dari ijtihad politik. 

Lebih jauh lagi, mainstream aliran islam memiliki keyakinan bahwa rasul tidak mewariskan bentuk pemerintahan apapun. Dengan demikian, jargon khilafah yang sering di usung kelompok “islamis” sama sekali tidak berpreseden dalam ajaran Islam. Meski khilafah ada dalam peradaban islam, itu hanyalah “kebetulan sejarah” bukan doktrin Islam itu sendiri. 

Kelompok moderat meyakini bahwa kehidupan bernegara harus diatur melalui mekanisme yang rasional. Tujuan dari diadakannya pemerintahan adalah demi maslahat atau kebaikan. Yang mana konsep maslahat tersebut sama-sama menjadi tujuan dari Islam. Meski bukan sistem yang sempurna, demokrasi dipercaya lebih bisa menjamin maslahat tersebut. 

Tetapi, justeru dengan ketidak sempurnaan tersebut, demokrasi lebih mudah untuk dikoreksi. Sebaliknya, sistem yang menawarkan kesempurnaan entah itu berbasis agama atau sekuler seperti komunisme, sangat sulit untuk dikoreksi. Hal ini disebabkan karena sistem-sistem tersebut mengklaim diri tidak mungkin salah, infallible. Pada akhirnya sistem-sistem tersebut hanya melahirkan totalitarianisme yang menjadi mafsadat, dan secara substansi berlawanan dengan tujuan Islam. 

